
 

51 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh Pasien Covid-19 yang 

menggunakan BPJS maupun Umum adalah sama dan adil, dengan kata lain 

pihak RSUD Praya Lombok Tengah tidak membeda-bedakan bentuk pelayanan 

dan penangan yang diberikan kepada pasien covid-19. Dalam penangan pasien 

covid-19 memiliki Standar Operasional Pelayanan dan prosedur yang jelas dan 

telah ditentukan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dasar normatif lainnya berupa 

Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Gubernur 

Nomor 22 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19, serta 

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa 

perlindungan hukum bagi pasien covid-19 terhadap pasien BPJS dan Umum 

oleh Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan Undang-Undang di atas, yakni 

berdasarkan asas keadilan agar partisipasi masyarakat bisa diwujudkan secara 

maksimal. Serta pihak RSUD praya Lombok Telah juga telah memberikan 

kesempatan kepada pasien covid-19 yang menggunakan BPJS atau Umum 

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.  

2. Adapun upaya perlindungan hukum bidang Kesehatan berdasarkan ketentuan 

undang-undang adalah bersifat preventif (aspek administrasi dan perdata) dan 
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represif (aspek pidana). Upaya preventif, dilakukan apabila pihak RS dan/atau 

tenaga kesehatan, tidak melakukan kewajibannya berupa pelayanan kesehatan 

yang sesuai standar operasional pelayanan. Upaya preventif, bersifat 

pencegahan atau penanggulangan, karena dalam pelayanan kesehatan dikenal 

istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun upaya represif, 

dilakukan apabila pihak RS dan/atau tenaga kesehatan tidak memberikan 

pertolongan pertama kepada pasien dan pasien mengalami cacat/meninggal 

dunia, akibat malapraktek. Atas dasar tindakan tersebut, maka pasien dapat 

menempuh mekanisme pidana (pemidanaan) terhadap RS dan/atau tenaga 

kesehatan tersebut. 

B. Saran  

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, bahwasanya untuk lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Praya, agar 

melaksanakan standar pelayanan terhadap pasien Umum dan BPJS. Hal 

tersebut dilakukan untuk menghindari oknum-oknum yang menyalahgunakan 

hak pasien, khususnya pada masa pandemi Covid-19. 

2. Untuk pihak RSUD Praya Lombok Tengah, agar lebih memperketat penjagaan 

Gedung isolasi pasien covid-19 dan lebih meningkatkan penerapan protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-19. 

3. Bagi akademisi, agar menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

Memperbanyak kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka 

mempermudah peneliti dalam mendapatkan ijin dan pelaksanaan kegiatan 

penelitian. 
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